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PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 58 TAHUN L0

TENTANG

ORGANISAS| DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BEKASI,

Menimbang . @ bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Dasrah Kabupaten Bekasi, yang di dalamnya mengatur
pembentukanBadan Kesatuan Bangsa dan Politikmaka sesuai
ketentuan Pasal 58 perlu disusun aturan pelaksanaannya kedalam
organisasi dan tata kera yang melipull kewenangan. tugas pokok

dan fungst serta uraian tugas,

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huref & ol atas  susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik terssbut perlu ditetapkan dengan

Peraturan Bupafi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-daesran Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat

(Berita Negara Tahun 1850);

2. Undang-Undang Momer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Megara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);




Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3234},

4 Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Momor 6, Tambahan Negara Nomor 5494);

& Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemerntahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
MNomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran

Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomaor B);

Peraturan Dasrah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014
tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014

Nomor 8)

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKAS|I TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK




BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Bekasi,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintan Kabupaten Bekasi;

Bupati adalah Bupati Bekasi.

Sekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten Bekasi,
Badan adalah BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bekasi,

Kepala Badan adalah Kepala BadanKesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Bekasi:
T FEeICMPok JADAIEN Fungsons aosisn ASI0Mpos megdaWal Neger SIpil YERY aiban
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tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk
- melaksanakan kegiatan sesuai profesinya dalam upaya mendukung kelancaran
tugas pokok Badan.

BAE Il
KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kewenangan
Fasal 2

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, Badan mempunyai kewenangan urusan

pemerntahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, meliputi:
-

A. Bina ldeologi dan Wawasan Kebangsaan
1. Penetapan Kebyakan Penyelenggaraan Pemenntahan

Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kehijakan umum nasional
dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideclogi negara,
wawasan kebangsaan, bela negara, nilaknilai sejarah kebangsaan dan
penghargaan kebangsaan skala kabupaten,

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideclogi negara, wawasan
kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan

kebangsaan skala kabupaten.




Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,
desa dan masyaraka! (bimbingan. supervisi dan konsultasi, perencanaan,
penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan
ideclogi negara, wsawasan kebangsaan, Dela negara, nilai-nilai sejarah

kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa
dan masyarakat di bidang  ketahanan ideclogi negara, Wwawasan
kebangsaan, bela negara. nilai-nilai sejaran kebangsaan dan penghargaan
kebangsaan skala kabupaten.

Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideclogi
negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sgjarah kebangsaan

dan penghargaan kebangsaan skala kabupaten.

B. Kewaspadaan Nasionzal

1.

Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemenntahan

Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan
umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kerja.
penanganan konfiik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan

orang asing dan lembaga asing skala kabupaten

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan eclogi negara, wawasan

kebangsaan. bela negara nilai-nilal sejaran kebangsaan dan penghargaan

kebangsaan skala kabupatisn
Pembinaan Penyelenggaraan Pemernntahan

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,
desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi,
perencanaan, peneliian. pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang  kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat,
perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konfiik pemerintahan,
penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing

skala kabupaten



4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa
dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina
masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan,
penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing
skala kabupaten.

5. Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam. bina masyarakat, perbatasan dan tenaga kena,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan
orang asing dan lembaga asing skala kabupaten.

& C. Ketahanan Seni, Budaya Agama dan Kemasyarakatan
1.  Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

Koordinasi penstapan kebiakan operasional (merujuk kepada kebijakan
umum nasional ¢an kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan pembauran dan akulturasi budaya,
organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan
skala kabupaten

2. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan  akulturasi  budaya, organisasi

- kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala
kabupaten

~3. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pembinaan dan penvelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,
desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi,
perencanaan, penslitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran
dan akulturasi budaya organisasi kemasyarakatan dan penanganan
masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

4. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan




f I

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa
dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan

kepercayaan, pembauran dan  akulturasi  budaya,  organisasi
kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala

kabupaten.
Peningkatan Kapasitas Aparatur

Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan
budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya,

organisasi  kemasyarakatan dan  penanganan  masalah  sosial

kemasyarakatan skala kabupaten.

D. Politik Dalam Neger

T

Penetapan Kebijakan Penyslenggaraan Pemerintahan

Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan
umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi
politik, kelembagazan politik pemerintahan. kelembagaan partai politik,
budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala
kabupaten.

Pelaksanaan Kegatan

Pelaksanaan kegiatan di bidang sigtern  dan  implementasi  politik,
kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan
pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kabupaten.

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan

Pembinaan dan penyelenggaraan pemenntahan di kecamatan, kelurahan,
desa dan masyaraxat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi,
perencanaan, - pensitan pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan,
kelembagaan partal politk, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu,

pilpres dan pilkada skala kabupaten.
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

Pengawasan penyeienggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa
dan masyarakat bidang =istem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik,
fasilitasi pemilu, plipres dan pilkada skala kabupaten.



Peningkatan Kapas:tas Aparatur

Peningkatan kapasiias aparatur kesbangpol di bidang sistem dan
mpiarﬁentasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendidikan pelitik. fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada
skala kabupaten.

E. Ketahanan Ekonomi

1.
- 2
3,
i
-
4,

Penetapan Kebiiakan Penysienggaraan Pemerintahan

Koordinasi penetapan kebijakan  operasional (merujuk kepada kebijakan
umum nasional dan kebjjakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber
daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, penlaku
masvarakat ketiskan dan ketghanan lembags usaha skonomi, kebijakan
dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

Pelaksanaan Kegatan

Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya
alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, penlaku
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan
dan ketahanan ormas perskonomian skala kabupaten,

Pembinaan Penyelenggaraan Pemeriniahan

Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan,
desa dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi,
perencanaan, peneltian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di
bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan
perdagangan, investasi fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan
dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas

perekonomian skala kabupaten
Pengawasan Penyeienggaraan Pemerintahan

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa
dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam. ketahanan
perdagangan, investas:, fisxal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan
dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas

perekonomian skala kabupaten



5. Peningkatan Kapasitas Aparatur
Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan
ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan
moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha
ekoromi. kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

(1) Badan merupakan unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang Kesatuan
Bangsa dan Politik.

(2) Badan dipimpin oleh secrang Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupatll melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
FPaszal 4

Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, menyelenggarakan,
membina, dan mengevaluas: penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam
bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan ini,

Badan mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa dan politk, meliputi politk dan
wawasan kebangsaan. ketahanan masyarakat dan penanganan konflik, serta

hubungan antara lembaga dan pengawasan lembagalorang asing;

b. pemberian dukungan atas penyslenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik;




¢ pembinaan, pelaksanaan dan evaluas: urusan kesatuan bangsa dan politik;
d. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, dan
e, pelaksanaan tugas lain yang diberikan olsh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

BAB 1l
ORGANISASI
Bagian Kesatu

Unsur-unsur Organisasi

Pasal &

Badan terdiri dari unsur-unsur

a. Pimpinan adalah Kepala Badan
b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat Badan;
¢. Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

(1) Organisasi Badan terdirn dan

a. Kepala Badan:

b, Sekretariat, membawankan,
a. Sub Bagian Perencanaan
b. ‘Sub Bagian Keuangan
¢. -Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian

¢. Bidang Politik dan Wawasan Kebangsaan, membawahkan:
1) Subbidang Pendidikan Politik dan Ideologi;
2) Subbidang Wawasan Kebangsaan,

d. Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik, membawahkan:
1) Subbidang Ketahanan Masyarakat,
2) Subbidang Penanganan Konflik;



e. Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengawasan, membawahkan:

1) Subbidang Hubungan Antar Lembaga.
2) Subbidang Pengawasan Orang dan Lembaga Asing.

i Kelompok Jabatan Fungsional,
(2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Bekasi.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Faraaral Fenams

Kepala Badan

Pasal B

(1) Kepala Badan mempunyal tugas memimpin penyslenggaraan pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5

Peraturan ini, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,

(2) WUraian Tugas

a.

merumuskan, menetapkan sera melakzanakan Rencana Strategis dan
Rencana Kerijg BadanKesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka

kelancaran tugas,

mempersiapkan bahan-oghan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik sebagal bahan penyusunan RPJPD, RPJMD
dan RKPD Kabupaten

mempersiapkan bahan-bahan LPPD dan LPPD akhir masa jabatan bidang
Kesatuan Bangsa can Politk sebagai bahan menyusun LPPD dan LPPD
akhir masa jabatan Kabupaten;

mempersiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan
Bupati pada bidang kesatuan bangsa dan politik ;
menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Kesatuan Bangsa dan Politik

sebagai pertanggungjawaban kepada Bupati;




e

membina dan mengevaluasl program dan kegiatan Kesatuan Bangsa dan
Politik ;

merumuskan kebijakan daiam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik |
menyelenggarakan pelayanan informasi bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik;

menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan operasionai
Kesatuan Bangsa dan Politik |

mengawasi dan mengendalikan program kegiatan dan anggaran bidang
Kesatuan Bangsa dan Folitik |

melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam kegiatan bidang Kesatuan

Bamngsa oan e |

merumuskan kebiiakan teknis pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
di kecamatan, kelurahan desa dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi
negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan
dan penghargaan kebangsaan, kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina
masyarakat parbatasan dan tenaga kerja, penanganan kenfiik pemernintahan,
penanganan konfiik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing,
ketahanan seni dan budsya, agama dan kepercayaan, pembauran dan
akulturasi budava, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial
kemasyarakatan, sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik
pemerintahan, kelembagsan partai poliik, budaya dan pendidikan politik,
fasilitasi pemilu. pilpres dan pilkada, kebijakan ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat,
kebijakan dan ketananan lembaga usana ekonomi, kebijakan ketahanan

amas.

menyelenggarakan peningkatan kapasitas aparatur Kesatuan Bangsa dan
Politik di bidang ketahanan ideclogi negara, wawasan kebangsaan, bela
negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan,
kewaspadaan dini kenasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan
tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial,
pengawasan orang asing dan lembaga asing, ketahanan seni dan budaya,
agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, grganisasi
kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, sistem dan
implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendicikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada,
kebijakan ketananan sumber daya alam. ketahanan perdagangan, investasi,
fiskal dan moneter, periaky masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga
usaha ekonomi, kebijakan ketahanan ormas.




menyelenggarakan koordinas: penetapan kebijakan operasional (merujuk
kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang
ketahanan ideciogi negara, wawasan kebangsaan, bela negara. nilai-nilai
sejarah kebangsaar dan penghargaan kebangsaan, kewaspadaan dini,
kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja,
penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan
orang asing dan lembaga ssing, ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan akufturasi budaya. organisasi
kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, sistem dan
implemeantasi pelitik. kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai
politik, budaya dan pendician politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada,
kebijakan ketahanan sumber daya alam. ketahanan perdagangan, investasi,
fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga

usaha ekonomi, kebijakan ketahanan Ormas.

e o oLt T Lol ekl Ll Lt -

serta menyelesaikan masalah aktual yang muncul di masyarakat.

mengendalikan dan mengawasi gangguan dan pemahaman yang ingin
memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa serta tegaknya ideclogi

Pancasila;

memfasilitasi kegiatan partai politik dan membina organisasl sosial
kemasyarskatan serta membantu  dan mendokumentasikan kegiatan

pamilihan umum;

menyelenggarakan Ketshanan Masyarakat dan Penanganan Konflik dan hak
azasi manusia;

membina dan memaniau pelaksanaan kegiatan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

melaksanakan tugas pembantuan dar semerintah dan pemerintah propinsi
bidang Hesaltuan Bangsa dan Politik 5;

menylapkan bahan persetuuan dan penatapan urusan pemerintanan daerah
kabupaten yang ditugsspembantuankan kepada pemerintah desa sesual

dengan lingkup tugasnya

mengevaluasi tuges dan menginventansasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencan alternati pemecahannya;



bb.

dd.

ag.

hih.

mempelajari. memahami dan melaksanakan peraturan perundangan-
undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas

mamberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati.

menilai hasil kerja bawanhan dengan jalan memanitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
melaksanakan tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah propinsi;

menyampaikan Laporan Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah

melalui Bappeda Kaoupatzn Bekasi untuk disampaikan kepada pemberi

dana tugas pembantuan;

menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset daerah di lingkungan

BadankKesatuan Bangsa dan Politik ;

mengawasi dan  mengendalikan  pelaksanaan  anggaran  pada

BadanKesatuan Bangsa dan Politik |

mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam

penguasaan BadanKeszatuan Bangsa dan Politk Daerah;

menyampaikan Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai

bahan penyusunan Laporan Keuangan Daerah;

mempelajari, memanhami gan melaksanakan peraturan perundang-undangan
yang berkaitan dengar lingkup tugas pada Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Daerah sebagal pedoman dalam Melaksanakan tugas;

melaksanakan koordinasi dengan Sskretaris Daerah maupun Satuan Kerja
Perangkat Daeran |sinnya sesuai dengan lingkup tugas pada Badan

Kesatuan Bangsa dar Politik |

membagi tugas kepada bawanan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan

lancar sesuai dengan ketantuan yang berlaku;



(1)

(2]

(3)

i. membina bawshan 2aar dapat melaksanakan tugas berjalan sesuai dengan
pedoman dan ketentuan yang berlaku:

ji. menilai hasil kerja bawzhan secara berjenjang untuk bahan pengembangan
karier;

kk. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kegiatan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daeran, dan

. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati;

Earsaral 2
Sekretariat
FPaszal 9

Sekretariat dipimpin olsh ssorang Sekretaris dan mempunyai tugas pokok
memimpin, merencanakar mengatur, mengkoordinasi dan mengendalikan

kegiatan operasional adminisiras: umum, keuangan dan kepegawaian serta

pengelolaan perencanaan svaluasi dan pelaporan.

Sekretariat mengkoordinir kegiatan bidang-bidang

Dalam menyelenggarakan lugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat {1},
Sekretariat mempunyal fungs:

a; penyusunan program gan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi

umum, keuangan can kepegawalan serta perencanaan, evaluasi dan

I'

pelaporan;

b. perencanaan operasional Kegiatan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian,

c. pengendalian dan pempinaan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. pengoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan ocleh atasan sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.




(4) Dalam menyekenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan
a. Sub Bagian Perencanazn:
b. Sub Bagian Keuangan

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaan

Pasal 10

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 9, mempunyai uraian lugas sebagai berikut:

merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
merumuskan sasaran yanc hendak dicapal berdasarkan skala priontas dan dana

yvang tersedia sebagal dasar pelaksanaan tugas,
¢.  menyusun laporan akuntabilitas kinerja Badan;
d. menghimpun bahan-banan LFJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya;

e. menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Badan
Kesatuan Bangsa dan Poltlk pada masing-masing bidang sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LFPD lima tahunan Kabupaten;

f  menghimpun bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

g. menyusun program dan pelunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,

keuangan dan kepegawaian serna perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

h. menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum,

keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

. melaksanakan penatausahaan keuangan atau verifikasi yang berkaitan dengan

~ dokumen keuangan:;

j.  mengkoordinasi semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan kegiatan,

evaluasi dan menganalisza daiz sena laporan hasil kegiatan;

k. mempelajari, memahami dan mslaksanakan  peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan dan

kepegawaian serta perencansan, evaluasi dan pelaporan;

. memberikan saran dan perimbangan teknis administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanzan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;




imi.

(1)

(2)

menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagal pertanggungjawaban kepada
atasan,

membagi tugas dan menceiegasikan kewsnangan kepada bawahan agar
pelaksanaan tugas dapat cernalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar

menilai hasil kerja bawahan secara befenjang dengan jalan memonitor dan

mengevaluasi hasil kerjanya untuk banhan pengembangan karier,

ol o | LYY WS REL Gimarseary &lQn atEasn.

Fasal 11

Sub Bagian Perencansan mempunyal tugas pokok merencanakan kegiatan,

melaksanakan, membag tugas can mengontrol urusan perencanaan, avaluasi

dan pelaporan yang meliputl penghimpunan rencana program atau kegiatan,

evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Badan Kesatuan Bangsa

dan Politik.

Untuk melaksanakan tugss pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Sub

Bagian Perencanaan mempunyal fungsi

a. perencanaan kegiatan psrencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencans program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. pelaksanaan, perencanaan evaluasi dan pelaporan yang meliputi

penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari

masing-masing bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

¢ pembagian pelaksanazn tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang
meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan
dari masing-masing bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

d. pelaksanaan tugas ‘an vang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.




Pasal 12

Sub Bagian Perencanasan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut

= ¥

merencanakan kegiatan sub bagan perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada

Badan:;

masing-masing bidang.

mengumpulkan bshan RPIFD. RPJMD dan RKPD dalam Badan Keeatuan
Bangsa dan Pelitik pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan
menghimpun Rencana Kezaan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) pada Badar

menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan
kegiatan dari masing-masing Ddang

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan keglatan Badan;
mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan dalam

bidang Kesehatan sebaga bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima
tahunan kabupaten;

mengumpulkan bahan-bzhan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

menyusun bahan laporan  akuntabiltas kinerja Badan sebagai bahan
pertanggungjawaban kepada Bupali,

menghimpun, mengolah menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan
masing-masing bidang

menyusun rekapitulasi bidanc-oidang lingkup Badan dalam penyusunan Laporan
Kegiatan Tugas Pembantuan dar Pemerintah dan/atau Provinsi;

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah

kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesuai dengan

lingkup tugasBadan Kesatuan Sangsa dan Politik;

mengevaluasi pelaksanaan luyas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari aiiernatf pemecahannya;




(1)

(2}

mempelajan. memahami dan msisksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagl tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang beriaku,

memberi petunjuk kepada Dpawanan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan keteriuan yang berlaku;

menilai hasil keja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan kaner,

menyusun laporan peiaksan=an iugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kadinasan lainnya yang diberikan olen atasan.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membag tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan

pada Badan Kesatuan Bangsa can Politik.

Untuk melaksanakan tugas coxok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Baglan Keuangan mempunyai fungsi

a. perencanaan kegiatan aoministrasi keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik;

b. pelaksanaan administrzs: keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik;

c. pembagian pelaksanzan wgas sdministrasi keuangan pada Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik,

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Fasal 14

Sub Bagian Keuangan dipimp » < 2h seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai uraian
tugas sebagai berikut:

menyusun rencana kera administr2si keuangan Badan;




melaksanakan kegiatan sominisiasi keuangan selaku Pembantu Verifikator di
lingkup Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahuil disetujui oleh PPTK

meneliti kelengkapan SPP-UF SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS seria penghasilan lzinnys yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang dizjukan cleh bendahara pengeluaran;

memverifikasi bukti-buktl S7. dar para PPTK atas penggunaan dana GU;

meneliti dan atau memvenikas setiap pengajuan SPP  kegiatan dengan

ketersedian anggaran serz pembebanan pada kode rekening;
- e = v e i e Y e e e s g e g
Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

menyiapkan SPM:

melaksanakan pengsloizsn ozl dan tunjangan pegawai negeri sipil lingkup
Badan;

melakukan verifikasi hanan zias pensfimaan,
menyelénggarakan akuntzns xeuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaran kas. skuniansi aset tetap dan akuntansi selain kas;

menyusun laporan realiszs: anggaran Badan setiap bulan dan trivulan;
menyusun laporan neraca Badan setiap triwulan dan akhir tahun;

menyusun catatan atas laporan kevangan;

mengevaluasi pelaksanaz 125 dan menginventarisasi permasalahan  lingkup
tugas serta mencarn alternat’ pemecahannya;
mempelajari, memahami dan melzkzanakan peraturan perundang-undangan yang

berkaitan dengan bidang fugasnya sebagal pedoman dalam pelaksanaan tugas,
memberikan saran dan pert moancan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawanan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan Ketentuan yang barlaxu

memberi petunjuk kepads oawanan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan keteniuan yang berlaku,

menilai hasil kefja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil

kerjanya untuk bahan pencembangan karier;



u.  menyusun laporan pelaksanasn lugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
v. melaksanakan tugas kedinaszn lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 15

(1) Sub Bagian Umum dan Fepagawaian mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan membzg fugas dan mengontrol urusan tata warkat,
kepegawaian, Kehumasan Jan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
keperiuan alat tulis serta ruang perkantoran pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub
Baglan Umum dan Kepegsawsian mempunyal Tungs! .

a. perencanaan kegistan urusan ata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi perlengh=par perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran:

b. pelaksanaan wurusan ats warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlenchapan, perbekalan dan kKeperiuan alat tulis serta ruang
perkantoran;

c. pembagian pelaksznaan  tugas urusan 1ata warkat, kepegawaian,
kehumasan dan dokumantas!, perengkapan, perbekalan dan keperiuan alat
tulis serta ruang perkanionan

d. pelaksanaan tugas ‘=i yang diberikan olen atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

FPasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepecswaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian,

mempunyail uraian tugas sebaga Denkul

a. menyusun rencana kegiator uruzan tata warkat, kepegawaian. kehumagan dan
dokumentasi, perlengkapsn cerbekalan dan keperiuan alat tulis serta ruang
perkantoran Badan;

b. melaksanakan ketatawz kaizn Badan meliputi pengaturan pengelolaan surat
masuk surat keluar dan o=ngaturan pencatatan jadwal kegiatan Badan dalam
rangka kelancaran tugas,

¢. menyiapkan bahan kegiaiar “shumasan Badan;



menganalisis rencana kebuiuhan perlengkapan dan keperiuan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkanan, ATK, perbekalan sera ruang Badan;

menyusun Rencana Kebuluhan Barang Badan;

menyusun Rencana Kebutunan Pemsliharaan Barang Badan,
melaksanakan penyusunz- Dafiar Kebutuhan Barang lingkup Badan;
melaksanakan pengadasn perengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau

penataan gedung kantor dan keperiuan alat tulis kantor (ATK) Badan;
melaksanakan penyusunan Dsfiar Barang Badan menurut pengolongan dan
kodifikasi barang;

melaksanakan pencatatzn Larang milix daerah dalam Kartu Inventaris Barang A.
B.C,D,EdanF,

melaksanakan dokumeniz: “epemilkan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan;

melaksanakan penyiapan bsnan sensus barang milik daerah di Badan sebagai
bahan penyusunan Buku (ovenizrs dan Buku Induk Inventaris barang milik
pemernntah daerah;

pendistribusian perlengkapan tan keperiuan alat tulis kantor (ATK) pada Badan;
menganalisa dan menyusun Lsuan penghapusan aset Badan;

menyusun bahan pengsuan  oenstapan  status  untuk  penguasaan  dan
penggunaan barang milik cz=rar yang diperoleh dari beban APBD dan perclehan
lainnya yang sah.

melaksanakan pencataian can nventarisasi barang milik dasrah yang berada

dalam penguasaan Bada'

. menyusun usulan ,;.!E!?-II'I.'}?.':?F ganan barang milik daerah berupa tanah danfatau

bangunan yang tidak meme - ukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah

selain tanah dan banguna;

melaksanakan urusan admostras kepegawaian lingkup Badan meliputi layanan
administrasi kenaikan porokar  kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut
kepangkatan (DUK), dz's pegewa. karu pegawai (Karpeg), Karis/ Karsu,
tunjangan anak atau keluzi o= Askes Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan
formasi pegawai, membua' usuan izin belajar, membuat usulan izin diklat,
penyesuaian ijazah. usu pemberian penghargaan, memberikan |ayanan

Penilaian Angka Kred! F4#) Jabatan Fungsional. pembinaanfteguran disiplin



aa.

(1

(2}

pegawai, membuat konsep usulan cull pegawail sesual aluran yang beriaku,
membuat konsep pembenan zin nikah dan ceral, membuat usulan pemberhentian
dan pengangkatan dar dan daiam jabatan, membuat dan atau mengusulkan
perpindahan atau mulas osgawal sesual dengan peraturan yang berlaku,
melaksanakan pengelolaa~ Szsarar Kerja Pegawai (SKP):

mengelola administras: per aianan Sadan lingkup Badan;
mengevaluasi pelaksanaan [.0as dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencar aliermall pemacahannya,
mempelajari, memahami dan me aksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang (uaasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
rarabariian aaran dan peiinbhanaan leknis kebaca atasan.
membagl tugas kepada bzvahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesual dengan ketentuan yang berlaku,
memberi petunjuk kepac: -swalhan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan keteniuan yang berlaku;
menilai hasil kerfja baw=rsn csngan jalan memoenitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;
menyusun laporan pelaksanaan lugas ganfatad kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedin==21 [2inaya yang diberikan oleh atasan.

‘aragraf 3

Bidang 7otk dan VWawasan Kebangsaan

Yagal 17
Bidang Politik dan VWawas (=bzngsaan dipimpim oleh secrang Kepala Bidang
dan mempunyai tugas pOROr werencanakan operasional, mengelola,
mengkoordinasi, mengendaikan  mengevaluasi  dan  melaporkan  urusan
pendidikan politik, ideclog wawasan kebangsaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
Bidang Politik dan Wawsasan “ebangsaan mempunyai fungsi ;

a. operasional urusan perdikan politik, ideclogi dan wawasan kebangsaan;

b. pengelolaan urusan neno dikan poltik, ideclogi dan wawasan kebangsaan;



d  pelaksanaan tugas |2~ varg diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
{3) Dalam menyelenggarakan 'uias pokox dan fungsi Bidang Politik dan Wawasan

Kebangsaan, membawahkan

a Sob Bidang Pendidikan Felitik dan [deologi;

b. Sub Bidang Wawasan “abangsaan.

Fasal 18

Bidang Politik dan Wawasan Kecangzaan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan
fungsi sebagaimana pada Pasa' |7 mempunyal uraian tugas sebagai berikut:

menyusun rencana kegaizn dan anggaran Bidang Politik dan VWawasan
Kebangsaan;

menyiapkan bahan rencena strafegis dan rencana kerja Bidang Politik dan
Wawasan Kebangsaan,

menyiapkan bahan-bahan AFJFD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJFPD dan RFJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahar-tanst LPPD tshunan dan LPPD lima  tahunan  bidang

sebagai bahan penyusunan 2P0 Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menylapkan bahan-bahan L+ 7. akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

menghimpun dan mencuoulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
“rencana kinerja (RENJA| £ 0ang Folitic dan Wawasan Kebangsaan;

menghimpun Rencana “-c an Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Bidang Poli v dar \Wawasan Kebangsaan:

mengelola dan menganaiss urusan pendidikan politik, ideologi dan wawasan
kebangsaan,

menyusun bahan-pahan c=encanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan hasil
kegiatan sub bidang penc d  an ooitk dan Ideclogi:



- relenggara yatan fasiitasi pembinaan peserta Pemilihan Umum dan
M-n I{Epﬂh Daerah ‘angsung untuk mengantisipasi dampak Pemilihan
Umum dan Pemilihan Kezcala Daerah Langsung yang mengarah kepada

disintegrasi bangsa dan me emahnya stabilitas politik;

k.  menyelenggarakan penyusunan dan menghimpun bahan-bahan petunjuk tentang

penyelenggaraan fasilitas| k=0iatan pendidikan politik dan |deologt,

Il  menyelenggarakan penyusunan dan menyiapkan bahan-bahan petunjuk tentang
penyelenggaraan pendidkan peningkatan partisipasi politk penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan Pem|ihan Kegala Daerah Langsung;

m. mengatur dan mengarabkan pengolahan data hasil kegiatan sub bidang
pendidikan oolitik dan dec o

A menyiapkan bahan rekomendss! dalam rangka pengawasan penyelenggaraan
pendidikan pofitik dan ideo oo

©. menyelenggarakan peny=ran bahan rekomendasi dalam rangka pengawasan
penyelenggaraan kegiatzn <ampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala
Daerah Langsung;

p.  menyelenggarakan koordi s keoiatan partal politik dan ormas-ormasnya:;

q  menyiapkan bahan perurocsn rebiakan dalam rangka mediasi dan fasilitasi
pelaksanaan program dzi L=gatan pemantapan wawasan kebangsaan sebagai
pedoman Kepala Bidang v 1« menyiapkan perumusan kebijakan :

r. menyelenggarakan kcordinasi cengan instansi terkait baik vertikal maupun
horizontal untuk perencan:zs~ dan pelaksanaan program/kegiatan pemantapan
wawasan kebangsaan;

8  menyelenggarakan pembiioan dan peningkatan Kesadaran berbangsa dan

_bemegara menuju kesatuar bangsa

t.  memantau pelaksanaan p=roawssan terhadap gangguan dan faham yang ingin
memecah belah kesatuan [ 20055 sena deologl Pancasila;

u.  menyelenggarakan, koo ras monitonng dan evaluasi kegiatan pembinaan
wawasan kebangsaan

v. menyelenggarakan verfikas persyaratan administrasi bantuan keuangan parpol ;

w. menyelenggarakan dan e fas itas pendidikan politik dan Ideologi;

X. ~menyelenggarakan  fssiissl Forum Pembauran Kebangsaan  dan

Kemasyarakatan;




2a.

bb.

ci.

cel.

=]

tih.

kK.

nn.

(1}

mengendalikan dan mengevaluas urusan politik dan wawasan kebangsaan;
menyelenggarakan koord nas dengan didang lain

menghimpun, mengelah dan menganalisa data sena penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan BidangHolik dan VWawasan Febangsaan,

menyusun bahan laporsn akuniaoiitas kerja Bidang Politk dan \Wawasan

Kebangsaan:
menyusun pertanggungav s \=ooran kegiatan dan keuangam,

mengendalikan pelaksanaan leknis kegiatan lingkup BidangPolitik dan Wawasan

Kebangsaan,

melakukan pengamanan c=0 pemainaraan barang milik daerah di lingkup Bidang
FolitiK dan YWawasan revs osaal

mempelajari, memahami ¢4 manyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuszr | berkaitan dengan Bidang Politik dan Wawasan
Kebangsaan;

melaksanakan pelaksana=n orogram pengawasan internal di lingkungan bidang

Palitik dan Wawasan Kebano=aar

memberikan saran dan peooangan (eknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasl lugas Car menginventarisasi permasaiahan lingkup
tugasnya serta mencar = it permecahannya;

membagi tugas kepads bowanan uniuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang b:
membimbing atau memie ~=iunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar

menilai hasil kerja baw: .oarz barjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,
. melaporkan hasil pelaks: 1o dan/atay kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan la nnya yang diberikan oleh atasan,
Pa=al 14
Sub Bidang Pendidikar “oitv dan  Ideologi mempunyai tugas pokok
merencanakan kegiatar, o aksacakan, membagi tugas dan mengontrol urusan

Pendidikan politik dan o=



(2) MMWWWJWMMHJMH ini,
‘Sub Bidang Pendidikan Poiit« dan |deoiogi:

a  kegiatan urusan Pencidikan polittk;
b. pelaksanaan urusan Fendidikan politik;

¢. pembagian pelaksanaar Ugas urusan Pendidikan politik;

d. pelaksanaan tugas lain yang dibenkan aleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.
Pasal 20

Sub Bidang Pendidikan Politik ©2 ldsologl dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang,

mampunyai uraian tugas sebags benxul

a. menyusun rencana kegal=o dan anggaran Sub Bidang Pendidikan Politk dan
ldeclogi:

b. menyiapkan bahan rencans sbhalegis dan rencana kerja Sub Bidang Pendidikan
Politik dan Ideolog:;

¢. menylapkan bahan-bahan RFPJFD dan RPJMD sesual bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJFD (=n SHEJIMD Kabupaten:

d. mengumpulkan bahan-oa’  PE7 tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Pendidikan Politik dan |d=0lca sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan dan

LPPD lima tahunan Kakbup?2

e. menyiapkan bahan-bahan LI=d sxnwr :shun dan akhir masa jabatan Bupati ;
f  menghimpun dan menc wa- nakan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) 5.0 Brang Pendidikan Politik dan Ideologi:

g. menghimpun Rencana K=gatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Sub Bidar - Pendidikan Politik dan Ideclogh:

|'|.

h. mengelola dan menganalss  rusan pendidikan politik;

(11

i menyiapkan bahan-baha wwanaan keglatan, evaluasi dan pelaporan hasil

kegiatan sub bidang pencic=an politk dan ldeclogi;




melaksanakan kegiatsn ‘3o tazs pembinaan peserta Pemilihan Umum dan

Pemilihan Kepala Daerah =ngzung untuk mengantisipasi dampak Pemiihan
Umum dan Pemilinan “eraiz Oserah Langsung yang mengarah kepada
disintegrasi bangsa dan me'emannya stabilitas politik;

melaksanakan penyusunan fan manghimpun bahan-bahan petunjuk tentang
penyelenggaraan fasilitas) <=0 515 ~endidikan politik;

melaksanakan penyusunan oac menghimpun bahan-bahan petunjuk tentang
penyelenggaraan pendi - nokatan partisipasi politik penyelenggaraan
Pemilihan Umum dan F= :n Kepala Daerah Langsung;

menghimpun, mengolar mooosnalisa dan penyajian data hasil kegiatan sub
bidang pendidikan poiitik dan deoiog

melaksanakan penyiaops sn=0 rekomendasi dalam rangka pengawasan
penyelenggaraan pancicic ; dan ldeologi;

melaksanakan penyiara rekomendasi dalam rangka pengawasan
penyelenggaraan kegist panve Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala

Daerah Langsung,

melaksanakan koordinas - =0 atan canai politik dan ormas-ormasnya;

membantu dan mendok. 25 kan kegiatan pemilihan umum;

melaksanakn verfikas: pe tan anministrasi bantuan Keuangan parpol |
melaksanakan dan mem = = pendidikan politik dan ideolog;;

melaksanakan koordinas an Sub Bidang laim;

menghimpun, mengelah = oanzlisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Pendidikan F« an ldeologi;

menyusun bahan ]ap-:uf-'- tabiitas kerja;

menyusun pertanggunag = sooran kegiatan dan keuangan,

melaksanakan progran qavasan intemal di lingkungan Sub  Bidang

Pendidikan Politik dan |d=

mempelajar, memaharn - aksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yz == dengan bidang tugasnya sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tuga-

memberikan saran dan i ‘=knis bidang tugasnya kepada atasan;



bb.

e 6

dd.

(1)

(2)

melaksanakan evaluas: tugas dan menginventansas: permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatf pemecahannya:

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku:

membimbing atau memberikan pstunjuk terhadap pembagian tugas kepada
bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan tugas dapat berjalan
lancar,

menilai hasil kerja bawshan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagl tugas dan mengontrol urusan Wawasan

Kebangsaan.

Untuk melaksanakan fugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
Sub Bidang Wawasan Ksbangsaan mempunyal fungsi :

a, perancanaan kegiatan urusan Wawasan Kebangsaar;

b, pelaksanaan urusan Wawasan Kebangsaan,

c. pembagian pelaksanaan tugas urusan Wawasan Kebangsaan, dan

d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pazal 22

Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian

tugas sebagai benkut:

b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub BidangWawasan Kebangsaan,

menyiapkan bahan rencana sirategis dan rencana kerja Sub Bidang Wawasan
Kebangsaan;



menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub
Bidang\Wawasan Kebangsaansebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan

LPPD lima tahunan Kabupaten.

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang\Wawasan Kebangsaan

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub BidangWawasan Kebangsaan;

= F - ¥ e b =

pelaksanaan program dan kegiatan pemantapan wawasan kebangsaan sebagai
pedoman Kepala Bidang untuk menyiapkan perumusan kebijakan ;

melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal
untuk perencanaan dan peiaksanaan program/kegiatan pemantapan wawasan

kebangsaan;

melaksanakan pembingan dan peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara

menuju kesatuan bangsa;

mengawasi dan mengendalikan gangguan dan faham yang ingin memecah belah

kesatuan bangsa sera deolog Pancasila;

melaksanakan koordinas:, monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan wawasan

kebangsaan;
melaksanakan fasilitas| Forum Pembauran Kebangsaan dan Kemasyarakatan,
melaksanakan koorcinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

Sub BidangWawasan Kebangsaan:
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;
menyusun pertanggungjawsaban iaporan kegiatan dan keuangan:

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub BidangWawasan

Kebangsaan,




(1

(2]

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas.

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemacahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang beriaku]

membimbing atau memberkan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan fugas

dapat berialan lancar:
menilai hasil kera bawshan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karigr;
melaporkan hasil pelaksaraan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan |ainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4
Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Korflik

FPasal 23

Bidang Ketahanan Masyarskal dan Penanganan Konflik dipimpin cleh seorang
Kepala Bidang dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional,

mengelola, mengkoordinasl, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan

urusan ketahanan masyarakat dan penanganan konflik,

Untuk melaksanakan tugas pokek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi :

a.  operasional urusan ketzhanan masyarakat dan penanganan kanflik:
b. pengelolaan urusan kelahanan masyarakat dan penanganan konflik;

¢. pengendalian. evalussi dan pelaporan urusan ketahanan masyarakat dan

penanganan konflik; dan

d. pelaksanaan tugas lain vang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.




(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan Masyarakat
dan Penanganan Konflik. -

a.

b

Sub Bidang Ketahanan Masyarakat,

Sub Bidang Penanganan Konflik.

Paszal 24

Bidang Ketahanan Masyarakal dan Penanganan Konflik dalam menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsi sebagaimana pada Pasal 23, mempunyai uraian tugas sebagal
berikut:

a.

menvusun rencans ksaizian dan angaaran Bidana Ketahanan Masvarakat dan
Penanganan Konflik;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Ketahanan

Masyarakat dan Penanganan Kontix:

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-oahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

menghimpun dan mengumpuikan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan
Konflik;

menghimpun Rencana Keglatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik;

mengelola dan menganalisa urusan ketahanan masyarakat seria penanganan
ronflik;

menyelenggarakan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran can akulfurasi budaya, organisasi kemasyarakatan,
penanganan masalah scosial kemasyarakatan skala kabupaten.

Menyusun bahan koorginas: kebijakan teknis, fasilitasi pembinaan dan
pelaksanaan penyelenggaraan di bidang ketananan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan Investasi perilaku masyarakat, ketahanan lembaga

usaha ekonomi dan ketzhanan seni dan budaya;




mengatur dan mengarahakan pengolahan data sena panyajian data hasil
kegiatan urusan ketahanan masyarakat,

mnyelenggarakan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya
alam  ketahanan perdagangan, Investasi fiskal dan moneter, perilaku
masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonoml, kebijakan dan

ketahanan ormas perekonomian skala kabupaten,

menyusun bahan koordinasl penestapan kebijakan teknis dibidang kerjasama

Komunitas Intefijen keamanan Daeran;

menyusun bahan koordinasi fasiltasi pembinaan dalam penanganan konflik
masyarakat, penanganan konflix perbatasan dan tenaga kerja, penanganan
konflik pemerintah dan penanganan konflik sosial;

menyusun bahan fasilitas: dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpel di
bidang kerasama Komunias Intelijen keamanan Daerah bina masyarakat,
perbatasan dan tenaga %202 penanganan konflik pemenntah dan penanganan
konflik sosial:

menyusun bahan analisis permasalahan akiual yang timbul di dalam masyarakat;
menyelenggarakan memfasiitasi Forum Ketahanan Masyarakat.

mengendalikan dan mangevaluasi urusan ketahanan masyarakat serta

penanganan konflik;
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

menghimpun, mengolan dan menganalisa data serta penyajian data hasil
kegiatan urusan pelayanan BidangKetahanan Masyarakat dan Penanganan
Konflik;

menyusun bahan laporan skuntabiitas kerja Bidang Ketahanan Masyarakat dan
Penanganan Konflik;

menyusun pertanggungawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Ketahanan

Magyarakat dan Penanganan Konflik:

melakukan pengamanan dan pemeiiharaan barang milik daerah di lingkup
Bidang Ketahanan Masyarakat dan Penanganan Konflik;

mempelajari, memaham dan menyelenggarakan peraturan  perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Ketahanan
Masyarakat dan Penanganan Konflik;




5

dd.

g9-

(1)

(2]

melaksanakan program penaawasan internal di lingkungan bidang Ketahanan
Masyarakat dan Penanganan Konflik;

memberikan saran dan perimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi lugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencar aliernatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawshan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang Deraky;

mermbimbing atau memosrkan pstunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar

menilai hasil kerja bawahan secara befjenjang untuk bahan mengembangkan

KRR,

melaporkan hasil pelaksanaan fugas danfatau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinazan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25
Sub Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagl fugas dan mengontrol urusan Ketahanan
Masyarakal.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,
Sub Bidang Ketahanan Masyarakat mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan urusan Ketahanan Masyarakat,

b, pelaksanaan urusan Ketahanan Masyarakal

- ¢. pembagian pelaksansan tugas urusan Ketahanan Masyarakat; dan

d. pelaksanaan tugas |zin vang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsinya.
FPasal 26

Sub Bidang Ketahanan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang,
mempunyai uraian tugas sebaga berkut

menyusun rencana kegiatan can anggaran Sub Bidang Ketahanan Masyarakat;




menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Ketahanan
Masyarakat,

menylapkan bahan-bahan REJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD can RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Ketahanan Masyarakatsebzcal bahan panyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima

tahunan Kabupaten:

menyiapkan bahan-bahan LKP.J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;

menghimpun. dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan

BioR "] % | o e

rensang kinars (RENLA: Suk Bidana Kaetshanan rMasyarakat

menghimpun Rencana Keglatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA} Sub Bidang Ketahanan Masyarakat,

melaksanakan kegiatan o Didang ketahanan seni dan budaya, agama dan
kepercayaan, pembauran dan skuiturasi budaya, organisasi kemasyarakatan,
penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten.

menyiapkan bahan koordinasi Kebijakan teknis, fasilitasi pembinaan dan
pelaksanaan penyelenggarsan o bidang  ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan nvestas), perilaku masyarakat, ketahanan lembaga
usaha ekonomi dan ketzhanan s=nl dan budaya;

menghimpun, mengeolan dan menganalisa data sena penyajian data hasil kegiatan

melaksanakan kegiatan o bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam,
ketahanan perdagangan investas: fiskal dan moneter. perilaky masyarakat,
_kebijakan dan ketghanzn lembagda usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan

ormas perekonomian ska'z <abupalen
Melaksanakan memfasiitas Forum Ketahanan Masyarakat.

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah car mengenalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

—

Sub Bidang Ketahanan Masyarakat
menyusun bahan laporan akuntabilitas kena;

menyusun pertanggungawatan laporan kegiatan dan keuangan;




g melaksanakan program pengawasan internal di  lingkungan Sub Bidang
Ketahanan Masyarakat

r.  mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

s.  memberikan saran dan permbancan ieknis bidang tugasnya kepada atasan;

t. melaksanakan evaluas: lugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari altsrmatf pemecanannya;

u. membagi tugas kepada bawshan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang Danaxu;

v.  membimbing atau memberikan patunuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

w. menilai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

x. melaporkan hasil pelaksana=n tugas danfatau kegiatan kepada atasan,

y.  melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oieh atasan.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Penanganan Konfik mempunyai tugas pokok merencanakan

kegiatan, melaksanakan membagl WWgas dan mengontrol urusan Penanganan
Konflik.
(2)—Untuk melaksanakan tugas pokok =ehagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini,

Sub Bidang Penanganan Konfilk, mempunyai fungst :

a. perencanaan kegiatan urusan Penanganan Konflik;

b. pelaksanaan urusan Penanganan Konflik:

¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan Penanganan Konflik; dan

d. pelaksanaan tugas (20 yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya;




Pasal 28

Sub Bidang Penanganan Konfik dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang,

mempunyai uraian tugas sebaga: benkul

d

b.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penanganan Konflik;

menyiapkan bahan rencana strategls dan rencana kerja Sub Bidang Penanganan
Konflik:

menylapkan bahan-bahan RFJFD can RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-oahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Penanganan Konfilksebaga Dahan penyusunan LFPD tanunan dan LFFD lima

tahunan Kabupaten:

menyiapkan bahan-bahan L¥P. akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumculkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Penanganan Konflik:

menghimpun Rencana Kegatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA} Sub Bidang Penanganan Konflik;

menyiapkan bahan koordines! penetapan kebijakan teknis dibidang kerjasama
Komunitas Intelijen keamanan Dasran

menyiapkan bahan koordinas, fasiitasl pembinaan dalam penanganan konflik

masyarakat, penanganzan kon'lik peroatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik

pemerintah dan penanganan konflik sosial,

menyiapkan bahan fasililas dan ceningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di

__bidang kerjasama-+ Komunias Inishjzn keamanan Daerah, bina masyarakat,

perbatasan dan tenaga «e7ja 0an penanganan konflik sosial,
memeriksa kebenaran lagoran dan mengumpulkan data permasalahan yang

muncul di masyarakat,

mempelajari dan menslzan cermasalahan yang muncul sesuai hasil pengecekan
data yang terkumpul;

menyiapkan bahan analsis permasalahan aktual yang timbul di dalam
masyarakat;

melaksanakan koordinas| dengan Sub Bidang fain;




-

0. menghimpun, mengolan dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan

Sub Bidang Penanganan Konfilk.

p. menyusun bahan laporan akuntabliias kerja;

g4, Mmenyusun pertanggungawa

b 1
1

Penanganan Konflix;

5. mempelajari,
ketentuan-ketentuan yan;

dalam pelaksanaan tugas

L

tugasnya serta mencan aler

v. membagi tugas kepaca 0@

dengan ketentuan yang beri:

w. membimbing atau memoe’

dapat berjalan lancar,

¥. menilai hasil kerja bawanar

karier;

y. melaporkan hasil pelaksanz=

r

z. melaksanakan tugas kecin

&

Bidang Hubung

(1) Bidang Hubungan Antar L=n

Bidang dan mempunyz

mengkoordinasi, mengsnca
Hubungan Antar Lembags =

melaksanakan program

meamberikan saran dan pery

ban laporan kegiatan dan keuangan;

-ngawasan  internal di lingkungan  Sub Bidang

memaham fdan melaksanakan peraturan perundang-undangan,

\erkaltan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman

nangan teknig bidang tugasnya kepada atasan;

u. melaksanakan evaluas !ug2s dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

atif pemacahannya;

wanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

can peiunuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

ar= berienjang untuk bahan mengembangkan

ugas canlatau kegiatan kepada atasan;

y lainnys yang diberikan oleh atasan,

Faragraf 3

an Amar Lembaga dan Pengawasan

Fazal 25

\baga dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala

woas pokok merencanakan operasional, mengelola,

whd

kan  mengevaluasi dan  melaporkan urusan
tz Pengawazan Orang dan Lembaga Asing.




(2) Untuk melaksanakan fugss cokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Hubungan Antar Lembaga can Pengawasan, mempunyai fungsi :

1. operasional urusan Hubungan Antar Lembaga serta Pengawasan Orang dan
Lembaga Asing:

2. pengelolaan wrusan Hubungan Antar Lembaga serta Pengawasan Qrang
dan Lembaga Asing

3. pengendalian, evaluzs dan  pslaporan  urusan pengkajian  dan
pengembangan Hubungan Antar lembaga dan Pengawasan sena
Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;

4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
Tundaife=

(3) Dalam menyelenggarakan fugas pokok dan fungsi Bidang Hubungan Antar

Lembaga dan Pengawasan meamoawankan ;

a,  Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga,

b. Sub Bidang Pengawssan Crang dan Lembaga Asing.

Pasal 30
Bidang Hubungan Antar Lembags dan Pengawasan dalam menyelenggarakan fugas
pokok dan fungsi sebagaimsnz pads Fasal 29 mempunyai uraian tugas sebagai
berikut:
a, menyusun rencana kegiatsn dan anggaran Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Pengawasan,

b.  menyiapkan bahan rencana siralegis can rencana kerja Bldang Hubungan Antar

) Lembaga dan Pengawasal

c. menyiapkan bahan-bahan RFJFLD d2n RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJFD dan RFJMD Kabupaten,

d. mengumpulkan bahan-oznzs LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunar _7PD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

e. menyiapkan bahan-bahan L%~ aknhir tanun dan akhir masa jabatan Bupati ;

f. menghimpun dan mengumioulkar bahan rencana strategis (RENSTRA) dan

rencana kinerja (RENJA) B dong Hubungan Antar Lembaga dan Pengawasan;




«

menghimpun Rencana Keoalan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pengawasan,

mengelola dan menganalisa urusan hubungan antar lembaga sera Pengawasan
Orang dan Lembaga Asing

menyusun bahan pelaksanzan panyelenggaraan kegiatan koordinasi antar
lembaga meliputi Hubungan Aniar Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif,
lembaga parpol dan lembaga «emasyarakatan;

menyusun bahan pelaksanaarn ~enyelanggaraan kegiatan fasilitasi terhadap
lembaga pemerintah, lerbaos polilik 2an lembaga kemasyarakatan,

menyusun bahan pelaksanaan penyeienggaraan kegiatan fasilitasi kepada

L et

iembaga partal politlk Ja —mde e TEAVETERSET,
menyusunbahan pelaksznzan pergnimpunan dan penyusunan bahan petunjuk
teknis penyelenggaraan kegizian Hubungan Antar Lembaga.;

mengatur dan mengaranka nengolanan data serta penyajian data hasil kegiatan

urusan Seksi Hubungsan Aniar Lembaga

menyusun bahan koordinas kebjakan teknis dibidang kewaspadaan dini, bina
masyarakat, pengawasa ng &g atau lembaga asing:

menyusun bahan keordinas dan fasilitasi sembinaan forum kewaspadaan dini
masyarakat tingkat kecamaian ke urahan/desal

menyusun bahan fasiitzs, “an geningxatan kapasitas aparatur kesbangpol di
bidang kewaspadaan C na macyarakat, pengawasan orang asing atau

lembaga asing;
menyusun bahan pelakss cenveenggaraan kegiatan pendataan, pembinaan

dan pengawasan terhads ing dan lembaga asing skala kabupaten;

menyelenggarakan pem! | pembauran warga negara keturunan dan warga

negara asing,

mengendalikan dan menosyaiussi urusan hubungan antar lembaga serta
Pengawasan Orang dan Lembaga Asing;

menyelenggarakan koordinas dengan bidang lain

menghimpun, mengoiah dan nengaraiza data serta penyajian data hasil kegiatan

urusan pelayanan Bidang -ucungan Antar Lembaga dan Pengawasan;




bb.

e,

dd.

hh

menyusun bahan laporan asumiabiies kena Bidang Hubungan Antar Lembaga

dan Pengawasan

menyusun pertanggungaweat

mengendalikan pelaksana;

Lembaga dan Pengawasa

melakukan pengamanan ©2

Hubungan Antar Lembags |

mempelajari, memahar
dan ketentuan-keteniua
Lembaga dan Pengawass

PSR P R e ey e W

Antar Lembaga dan Pan
memberikan saran dan o2

melaksanakan evaluasz
tugasnya serta mencan o/'s

membagi tugas kepads
dengan ketentuan yang oe

membimbing atau meamo
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kena Daw:
karier;

melaporkan hasil pelaksana

melaksanakan tugas ket

Sub Bidang Hubunga
kegiatan, melaksanakar
lembaga.

Untuk melaksanakan |
Bidang Hubungan Antar e

a, perencanaan Kegic

b. pelaksanaan uruss

an l=poran kegiatan dan keuangan;
- kegiztan lingkup Bidang Hubungan Antar
~erm=lharazan barang milik daerah di lingkup Bidang
Fengawasan,

=nveenggarakan peraturan perundang-undangan
serkaitan dengan Bidang Hubungan Antar

rrsep— L LT o] - d 1.0

can ieknis bidang tugasnya kepada atasan;

:= dan menginventarisasi permasalahan  lingkup

mecananniys,

‘uk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
« kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
==cara berenjang untuk bahan mengembangkan

‘Loas danatau kegiatan kepada atasan,

= yang diberikan oleh atasan.

e A
=ahaH a3l

‘raga mempunyal tugas pokok merencanakan

sag tugss dan mengontrol urusan hubungan antar

« a=bagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

08 mempunyal fungsi ;
oungan antar iembaga;

ariar lembaga;



¢. pembagian pelaksanaan lwgas

fungsinya.

Sub Bidang Hubungan Antar L=
mempunyai uraian tugas sebal:

a. Menyusun rencana segisl
Lembaga;

b. menyiapkan banhan renc
Antar Lembaga

¢. menyiapkan bahan-bahan = UFI
bahan penyusunan RFEJ

d. mengumpulkan bahan-bahan LFF

Hubungan Antar Lembacas

lima tahunan Kabupater

. menyiapkan bahan-panz J akhit

f. menghimpun dan mang K3

rencana kinera (RENJA) =

g. menghimpun Rencans
Anggaran (DPA) Sub Eida

h. menyiapkan bahan pela 18

- lembaga meliputi’ Hub 5

lembaga parpol dan lem

I manyiapkan bahan pelas
lembaga pemerintah, len

J menyiapkan bahan pe 3¢
lembaga partai politik car

k. menyiapkan bahan pelaks N pe

teknis penyelenggaras

urusan hubungan antar lembaga, dan

5 diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

Jimimnin oleh seorang Kepala Sub Bidang,

snggaran Sub Bidang Hubungan Antar

- = dan rencana kerja Sub Bidang Hubungan

san RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai

WD Kabupaten;

tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang

= pzhan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD

‘ahun dan akhir masa jabatan Bupati |

shan rencana strategis (RENSTRA) dan
4 Hubungan Antar Lembaga:

~noaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
ran Antar Lembaga;

senyelenggaraan kegiatan koordinasi antar
Lembaga Eksekutif, Legislatif, Yudikatif,

ssyarasatan;

=nyeleriggaraan kegiatan fasilitasi (erhadap
« dan lembaga kemasyarakatan;

enyeienggaraan kegiatan fasilitasi kepada

Lemasyvaraxatan;

ghimpunan dan penyusunan bahan petunjuk

ungan Antar Lembaga.




(7

menghimpun, mengoiah dan menganalss data sena penyajian data hasil kegiatan
urusan Seksi Hubungan Anier Lambags
melaksanakan koordinas: dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, Mengolan o= sqnan=les data serta penyajian data hasil kegiatan

Sub Bidang Hubungan Anta Lembais

menyusun bahan lapcrs tabiitas Kera;

menyusun peranggung al 2020 kegiatan dan keuangan:

melaksanakan program peoowasan intemal di lingkungan Sub Bidang Hubungan

Antar Lembaga:
mempelajari, memanan meizksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan y= - ten dengan bidang lugasnya sebagal pedoman

dalam pelaksanaan tugs

memberikan saran dan e noan isknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan svaluzs = dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya sarta mencarn =/l att pamecahannys;

membagl tugas Xepada 3 uk #zlancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yano |

membimbing atau mem =Lk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar

mentlai hasil kKerfa baws SaE erianjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pela«s oes can/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas k= = nva yang diberikan oleh atasan,,

Sub Bidang Pengawsaszr _ =02 2=n Lembaga Asing mempunyai fugas pokok
merencanakan kegiais kepcakan membagi tugas dan mengontrol urusan

Pengawasan Orang dan Len nage Asmg

=




(2) Untuk melaksanakan tuoss cokos sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub
Bidang Pengawasan Orano ©an Lembaga Asing mempunyai fungsi |

a.  kegiatan urusan Penoawasan Orang dan Lembaga Asing;
b. pelaksanaan uruzar ~oroawesan Orang dan Lembaga Asing.
¢ pembagian pelasznacn fugss urusan Pengawasan Qrang dan Lembaga
Asing; dan
d. pelaksanaan tugas .o Jinerian oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
153] 34
Sub Bidang Pengawasan D =rkaga Asing dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang, mempunyai uraian tuos: ' et
8. menyusun rencana keol i zran Sub Bidang Pengawasan Orang dan
Lembaga Asing;
b. menyiapkan bahan rencana cole dan rencana kerja Sub Bidang Pengawasan
Orang dan Lembaga A=
¢. menyiapkan bahan-cena " dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RF/FL D Kabupaten,

d.  mengumpulkan banar-o:s S5 1zaunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang

Pengawasan Orang (& w12 Asingsebagal bahan penyusunan LFFD

Fign s

tahunan dan LPPD lim: 3 Upaten

e. menyiapkan bahan-bata ‘anun dan akhir masa jabatan Bupati |

£ menghimpun dan ms wanan rencana strategis (RENSTRA) dan

rencana kinerja (REN./ “=nnawasan Orang dan Lembaga Asing:

g. menghimpun Rencana =1 Angoaran (RKA) dan Dokumen Palaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bid swazan Orang dan Lembaga Asing;

h. menyiapkan bahan koo 1 k=oosean 2knis dibidang kewaspadaan dini, bina
masyarakat, pengawsz+ : 3t3u lembaga asing;

I menyiapkan bahan koo - 1 fazlias pembinaan forum kewaspadaan dini

masyarakat tingkat kecs shan/desa;



menyiapkan bahan fasiiitasi dan peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di
bidang kewaspadaan dini. bing masyarakal, pengawasan orang asing atau

lembaga asing;

menyiapkan bahan pelaksansan  penyelenggaraan  kegiatan  pendataan,
pembinaan dan pengawssan ‘erhadap orang dan lembaga asing skala kabupaten;
melaksanakan pembinazan pembauran warga negara keturunan dan warga negara
asing;

malaksanakan koordinas| dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengelan dan rrencanalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Pengawasan Crang dan Lembaga Asing;

menyLisun bahan laporan skuntabiitas kega:

menyusun pertanggung awaban izporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan program  oengawssan  Internal di lingkungan Sub  Bidang
Pengawasan Orang dan LemDaga Asing;

mempelajari, memanzm dan melaxksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan vano barkaian dengan bidang tugasnya sebagai padoman
dalam pelaksanaan fugas

memberikan saran dan certimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan:

melaksanakan evaluas lugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencar afermnatif pemscahannya,

membagi tugas kepada bawapan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuar yang beliasu

membimbing atau memberzan pelunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan (Ugas

dapat berjalan lancar,

menilal hasil kera bawshas secarz berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier,
melaporkan hasil pelakeanaan ugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas ke nazan lainnya yang diberikan oleh atasan.



(1)

(2]

13)

(4]

{5}

(&)

(1)

(2]

(3)

(4]

Paragraf §
“@lampek Jabatan Fungsional
Paszal 35
Kelompok Jabatan Furgsional mempunyal tugas pokok melaksanakan sebagian
kegiatan Badan sesual keDulunan

Kelompok Jabatan Fungsicnal dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung
jawab kepada Kepala Badan

Kelompok jabatan fungsicnal tefcin Gan sejumiah tenaga dalam jenjang jabatan
fungsional yang terbagi caiam Serbagal keiompok sesuai bidang keahliannya.

Setiap kelompok jabals ‘gsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk i antare leanaga Tungsional yang aaa di ingkungan Baqan.

Pembentukan jabatan funosonal ditstapkan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan
dan beban kenanya.

Jenis dan jenjang jabatan fungsiena! diatur sesual peraturan perundang-undangan
yang beraku.

Penyelenggaraan fugas pokos dan fungst Sadan dilaksanakan oleh para Kepala

Bidang, para Kepala Sub Bigang ©an kelompok Jabatan Fungsional menurut
bidang tugasnya masing-masing

Pelaksanaan tugas pokol (Urgs oan kewenangan Badan diatur lebih lanjut dalam
bentuk uraian tugas yang dilelapkan dengan Peraturan Bupati.

Setiap pimpinan satuan oroanisas o (ngkungan Badan wajib menerapkan prinsip
koordinasi, integras:. snkionisas oan simplipikass

Setiap pimpinan satuan oroanisasl di lingkungan Badan wajib memimpin dan
memberikan bimbingan s=a petun Uk pelaksanaan tugas kepada bawahan.




(1)

(2)

1)

(1)
(2)

(1

i2)

13

(4)

Bagian Kedua

-

glapoceran

“asal 37
Kepala Badan wajic cenanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada
Bupati melalui Sekretans Dazran
Setiap pimpinan satusn oaneas di ingkungan Badan wajib bertanggung jawab
dan menyampaikan laporsn kepada siasannya masing-masing.
Pengaturan mengena |=r = [aporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada
ketentuan yang bertary

Bagan Ketiga
Hzal Mewakili

“azal 38
Sexretaris mewakill Kepala Bedar apabila perhalangan dalam menjalarnikan tugas.
Apabila Sekretaris berrelongan, Xepale Badan dapat menunjuk salah seorang
Kepala Bidang sesuai biderg lugas dan/atau kemampuan,

SAT

LEFPEGAWAIAN

“ass 38
-Kepala Badan digngks! a0 dlbezihantikan oleh Bupati berdasarkan usulan
Sekretaris Daerah.
Kepala Badan wsjil ansanakan pembinaan, pengawasan melekat dan
membuat Daftar Penilaar Sazzan Kerna Pegawar (SKP) sesual peraturan
perundang-undangan yang bariak
Kepala Badan wajic mempehatxan selaksanaan kenaikan pangkat dan gaji
pegawai bawahannys === a2 pera uran perundang-undangan yang beriaku,
Ketentuan-ketentuan |ain menocena kepegawaian diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yaoo berlasl



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 40

Pembiayaan Badan bersumber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi.
BAB Vi

KETENTUAN PENUTUP
Fasal 41

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur kemudian.

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hak-hal yang
sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagh.

Pasal 42

Peraturan ini mulal berlaku pada anggal diundangkan.

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Dasrah Kabupalen Bexasi,

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal

BUPAT| BEKASI

Hj. NENENG HASANAH YASIN



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Paszal 41

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai eknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian,

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang
sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagl.

Pasal 42
Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal =1 Demner 2014
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